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KCPUTUSAN CAMAT KANGAE
NOMOR {0 TAHUN 2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK) 5T, ANTONIUS SAPANJAWA

CAMAT RANGAL,

bahwa Taman Kanak - Kanak sebagai salah satu bentuk satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal vyang
menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat
sampal dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-
Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai
Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemulz;

bahwa Taman Kanak - Kanak 5t. Antonius Sapanjawa telah
menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 2008
dan sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan
Umat Katolik (SANPUKAT) Kabupaten Sikka Nomor
242.03/188/VI/2002 tentang Pendirian Taman Kanak - Kanak St
Antonius Sapanjawa;

hahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman
Kanak - Kanak 51. Antonius Sapanjawa telah memenuhi syarat dan
dapat diberikan Izin Operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, b dan ¢ maka perlu menetlapkan Kepiitusan Camat Kangae
tentang 1zin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) St. Antonius

SAPARN|IWA;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran




[ 2 —

Megara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Momor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[Lembaran h]egara Republik Indonesia Tahun 2002 NMomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Momaor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

e Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
549, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Momor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4496);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemenntah antara Pemerintah, Pemenntah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara



rMemperhatikan

11,

12

13,

14.

16.

17.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemernntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor S0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864 );

Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomaor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2010 (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Momar B4 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 32};
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun
2007 Momor 28 Seri F Mamor 21, Tambabhan Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Nomor 35);

Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah
¥abupaten Sikka Tahun 2014 Momor 10);

Surat Permohonan lzin Operasional TKK 5t Antonius Sapanjawa
Nomor : 242.03/07/11/2016 Tanggal 16 Februari 2016;
Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Meken Detunn Nomor

Pem. 140/11/0MD/1I/2016 Tanggal 22 Februari 2016;



MEMUTUSKAN :

Menctapkan
KLSATU o Memberikan lpn Operasional Penyelenggaraan Kepada :
Mama Lembaga - Taman Kanak - Kanak (TK) Si. Antonius
Sapanjawa
Alamat : Wolo'oa
Desa : Meken Detun
Kecamatan : Kangag
Kabupaten - Sikka
Penanggungjawab  : Ketua Badan Pengurus SANPUKAT Kabupaten
Sikka
FPenyelenggara : Florentina Rona
KEDLA ;. Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak (TK) sehingga
memenuhi lungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
berdasarkan model vang telah ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan TK sebagaimana dimaksud
dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan kepada Camat Kangae.
KETIGA : Keputusan i berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila lembaga ini tidak menjalankan kegiatan sebagaimana
mesiinya maka Surat ljin Operasianal Penyelenggaraan Taman Kanak
- Kanak {TK) 5t. Antonius Sapanjawa dinyatakan tidak berlaku atau

dicabut.

Ditetapkan di Waipare
pada tanggal 26 Februari 2016

=)

=7 DEMBINA
NIP, 19740307 199303 1 005




